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Puluhan warsa van
diri dari masva*ralat
tar dan kelompok ne
Prapat Agung,-Mange
Patasari menegaskan r

membuat masyarakat arnan
dan nyaman," sebutnya.

Selama ini, katanya, per-
juangan untuk menormal-
isasi sudah sangat luar bidsa
dilakukan. Bahkan, menteri
pun sudah turun memantau.
"Mungkin yang bersangkutan
belum turun ke lapangan,
jadi kami harap mereka bisa
turun memantau dan meli-
hat kondisi nyatanya seperti
apa serta kesusahan warga
selama ini," pintanya.

Mantan anggota DPRD
Badung I Wayan Puspa Neg-
ara mengatakan, harusnya
yang dilihat dari pehataan
yang dilakukan oleh Pem-
kab Badung semata-mata
menyelematkan kawasan
pariwisata agar terbebas dafi
ancaman banjir. Karena itu,
Polhut dinilai tidak mema-
hami hakikat pembangunan
untuk kepentingan publik.
"Ini menunjukkan arogansi
sektoral yang tidak mema-
hami hakikat pembangunan
kepentingan publik dalam
penanggulangan banjir di
kawasan destinasi pariwisata
Kuta," tegasnya.

Dia mengakui, setiap ta-
hunya Kuta terkena banjir
karena muara Tukad Mati
tersumbat sedimentasi. Kini
kondisi ini sedans ditata
oleh Pemkab Badunf, karena
musim hujan sudah dekat.
"Sementara proyek distop.
Padahal, proyek itu memiliki
dasar hukum yang ditetap-
kan oleh DPRD din Bupaii
dalam APBD Badung 2018,"
ucaDnva.

Dia menyayangkan sikap
Pemprov Bali yang masih
hanya melihat pengamanan
Tahura pada sisi lingkungan
semata, tetapi belum mampu
mencermati s ituasi emer gency
yang dialami masyarakat
Kuta. "Ternyata menjadi
aneh. Polhut adalah unsur
pemerintah, Pemkab Baduns
juga unsur pemerintah, Kel
menterian LH unsur pemerin-
tah. Jadi. mereka memperton-
tonkan disharmonisasi dan
kebobrokan dalam bertindak.
Bukankah pemerintah wajib
mengayomi dan menjaga
wilayah serta masyarakatnya
dari berbagai ancaman demi
kehidupan yang lebih baik?"
pungkasnya. (kmb27)

ter-
ki-
'an
tr8,

lak penghentiin
nataan muara
Patasari. Masyarakat m
ageh terkait penghen
proyek yang kini dalam pt
normalisasi dan pengur
dinding sungai, ying
bersurat secara resmi.
di sini merasa waswas.
proyek ini tidak dilanj
akan berakibat banjir di
Legian, Seminyak
Monang-Maning, akan
tensi kembali terjadi,"
Ketua Kelomp-ok Ne

ng,
n

Prapat Agung, Man
Patasari, I Nyoman S

Menurutnya, Dinas
tanan merupakan insti
resmi pemerintah yang
nya rnengutamakan
dan transoan transparansr prosedl
Apalagi. diketahuinya pi

i prosed

Keqenterian Linjkun
Hidup dan Kehutanin
RI juga mendukung
penataan tersebut. "Ini l

sudah 50 persen bedalan,
napa tidak dari awal di
kan. Setelah proyek
di tengah jalan, baru d
ini kan semrawut jadi
Apalagi tanda-tandi m
penghujan sudah mulai:
cul di tengah proses penat
yang belum rampung i
terangnya.

Dia berpendapat, j
proyek tersebut dihe
rekomendasi dari Kem
terian LHK akan muba
"Ini jangan dipersulit,
semua poin penataan
jelas tertera di sana (da
surat Dirjen LHK - re

tan
npa
ami

hh
lrrl
),"

katanya.
Disebutkannya, operasion-

al pembangunan long storage
dapat dilakukan dengan me-
kanisme kerja sama antara
pihak Kehutanan Provinsi
Bali dengan Pemkab Badurrg.
"Ini sambil menunggu pro$es
revisi blok pengelolaan {a-
hura." ucapnya.

Tokoh Patasari lainn*a.
Wayan Lendra. juga -"ngu-krt
heran kenapa proyek terse-
but ditutup seketika. "Ji[a
masyarakat tidak meraba
aman, kenapa ini dihentik{n.
Padahal, tujuanlya adal[h
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Realisasi Bansos di Bali Terancam Gag{l

Pemda Harus Cari S O

usr
IIPUAN qro..nos.ll permohonan bantuan sosial (bansos) dan hibah yang telah lolos verifikasilteran-
c?m gaga! direalisasikan. Adanya ketentuan dalam UU No. 23 Tahun ZOllvans mewaiibkan oelerima

bansos harus berbadan hukuin, membuat orooram oembanounan """,ilii"i,ii"."r.'"'.fif'a'^'
bansgs harus berbadan hufuqr-, membuat program pembangunan yan{ ueisumue'itlan pIaI o"n"' bansos dan hibah tersendit. Kondisi inijuga-berdimpak pica reriain-nt; ;;;ilil'Ai6o tingg"triwulan lll-2015.

Memasuki September
bell'm ada kepastian apa

15 ini
Tabanan lI np 12.925 mitiar

per-
mohonan bansos masy akan
cair. Konsultasi antara pi inan

Jembrana
Badung

Denpasar
Bangli

Buleleng
Gianyar

Rp 46,023 miliar DPRD dan tim anggaran um
Rp 34,150 miliar membuahkan hasil la ran

riuk
Rp 72,36t miliar

masih harus menunggu
dari Mendagri. Teran nya
pencairan bansos dan hi
direspons oleh akedemisi

ini
Rp 35,329 miliar

sitas Hindu Indonesia (U
niver-
f) Dr.Rp 14,473 miliar WayanBudiUtama. Ia

DPRD kabupaten/kota dan
Bali selaku wakil rakyat
maksimal dan harus ber
HaL fg
Terobosan Hukum

ng
il.

Diolah dari PusDat BP - grafis:asd/BatiPost

1.386 DesaPakraman

@ Rp 200.000.000

T0TA[ : Rp 277.200.000.000

1.438 suuur

@ Rp 50.000.000

T0TA[ : Rp 71.900.000.00q

1.092 subakAbian

@ Rp 50.000.000

IOtrAL : Rp 54.600.000,000
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"Wakil rakyat dan ekse-
kutif di BaIi harus mencari
terobosan hukum. Jangan
sampai'masyarakat yang
sudah mengurus bansos
dengan susah payah dikece-
wakan," ujarnya, Selasa (1/9).
kemarin.

Budi Utama mengatakan
pencairan bansos juga ber-
dampak bergulirnya ekono-
mi masyarakat di pedesaan.
Sebab, dana bansos iru se-
bagian besar untuk pemban-
gunan. Jadi minimal ada dua
keuntungan apabila bansos
cair. Pertama, pembangu-
nan akan berjalan sesuai
program. Kedua, ekonomi
pedesaan akan bergulir den-
gan terlasananya program
tersebut.

Oleh karena itu, bansos
atau hibah untuk kepent-
ingan masyarakat Bali jan-
gan disandera kepentingan
politik. Idealnya, anggaran
yang sudah dipercayakan
kepada masyarakat BaIi le-
wat APBD disalurkan. "Saya
berharap ada solusi yang
disepakati untuk mengatasi
polemik ini. Segera libatkan
komponen masyarakat, aka-
demisi dan birokrat untuk
menyikapi hal ini," saran-
nya.

Untuk menghindari pe-

Terobosan Hukum
nyalahgunaan bansos, ia
mengusulkan agar dilakukan
pendampingan. Ini pent-
ing dilakukan agar ke de-
pannya tidak sampai ada
bendesa pakraman yang
terjerat kasus hukum kar-
ena salah kelola bansos.
Tim pendampingan bisa saja
melibatkan akademisi, pakar
hukum dan lembaga swadaya
masyarakat.

Ketua DPRD Gianyar
Wayan Tagel Winarta men-
gatakan sampai saat ini
belum ada pihak yang be-
rani memberikan kepastian
bansos dan hibah 2015 bisa
dicairkan. Ia mengatakan
merujuk ketentuan UU No.
23 Tahun 20t4,banyak lem-
baga atau organisasi adat
yang bakal kesulitan menda-
patkan bantuan dana pemer-
intah. Rumitnya persyaratan
bagi penerima dalam UU No.
23 Tahun 2014 menyebabkan
pemerintah daerah banyak
yang kesulitan mencairkan
dana bansos dan hibah ter-
masuk di Gianyar.

Ia mengatakan Mendagri
sebenarnya sudah menge-
luarkan surat edaran untuk
memberikan "kemudahan"
syarat penerima. Namun,
petunjuk dari Mendagri
melalui Surat Edaran (SE)
No. 900/4627lSJ tertanggal
18 Agustus 2015 itu justru

menimbulkan mu
khususnya di poin I

angka 2 yang mr
badan, lembaga
isasi kemasyaraka
berbadan hukum I
adalah badan dan
kemasyarakatan
sifat nirlaba, suka
sosial yang telah
Surat Keterangan
(SKT) yang ditirbi
Mendagri, guberr
bupati/wali kota

Tak hanya ba
tuan untuk desa
yang menjadi "p
rutin di Bali jug
Kepala Dinas Keb
Bali Dewa Putu
beralasan, pros
cairan Bantuan
Khusus (BKK) j
hambat lantaran t
Undang- undang
Tahun 2014 tenta
intahan Daerah.
undang-undang i
hanya bisa diLeri
pada lembaga or
masyarakat yang I
hukum Indonesia.
kan desa adat,
man, subak, sekaa,
pembangunan terl
dayaan, itu semua
ada yang berbadan
gja_1qya. Pihaknya
Bali bisa dikecuali
aturan tersebut. (d

itafsir,
huruf a

raman
gram"
macet.
dayaan

Pemer-
Dalam
hibah

nisasi
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Serapan Dana Masih Rendah

Pemprov Terima

Rp I 0,6 TriliunDana APBI{
Denpasar (Bali Post) -

-$-amqai Juni 2015, Pr:mprov Bali menerima dana yang bersumber dari APBN Rp 10,6triliun lebih atau tepatnya $n r0.600.S00.gS0.000.1(;';; serapan a""" -"rih relatif
Ig"{"L hinggl semester I tahun anggaran 2015 ini. Demikian ti",tngl"p a"t"* n"p"i
Serja Evaluasi Progratn Pembangui-an Semester I tahun zOrS ai g"a-"oiWirwa Sa6tta
Utama, Selasa (1/9) kennarin.

Kepala Bappeda Bali, Putu
Astawa, memaparkan rincian
realisasi maupun serapan dana
APBN. Di antaranya, dana. sek-
toral (kantor pusat) Rp 571,238
miliar lebih atau (20,260/o), dana
sektoral (kantor daerah) sebe-
sar Rp 1,843 triliun lebih atau
(26,25%), dana dekonsentrasi
sebesar Rp 25,103 miliar lebih
atau (10,8670), dana tugas pem-

bantuan provinsi sebesar Rp
46,011 miliar lebih atat (14,74o/o)
dan dana tugas pembantuan ka-
bupaten/kota sebesar Rp 33,160
miliar lebih atau (I5,47o/o).

"Relatif rendahnya tingkat
capaian dan penyerapan dana
APBN di Provinsi BaIi secara
umum disebabkan masih ter-
lambatnya penerbitan juklak
danjuknis untuk kegiaf" n dana

uang atau masih relatif rendah.
Hambatannya terletak pada
proses tender, tencana kerja dan
syarat-syaratnya (RKS), serta
penyusunan HPS agar tidak
kemahalan.

Agar capaian dan serapan
anggaran lebih maksimal, Asta-
wa mengaku lebih memantapkan
koordinasi dengan menambah
frekuensi koordinasi bersama
SKPD. Kemudian melakukan
konsultasi atau semacam diskusi
dengan tim anggaran untuk me'
nyamakan persepsi.

"Yang terhambat terutama
yang besar anggarannya sePerti
Rumah Sakit Indera dan ru-mah

s-akit provinsi yang belum bisa
direalisasikan sesuai dengan
yang kita rencanakan. Di ru-
mah sakit provinsi anggaplah
terjadi kegagalan tender kar-
ena tidak ada yang memenuhi
syarat setelah dievaluasi. Kan
memerlukan waktu itu, terlam-
bat yang harusnya sudah cair
sekitar Rp 40 miliar akhirnva
nol. Kemudian Rumah Sakit In-
dera. IMB-nya belum, sehingga
belum bisa ditender. Itu juga
memengaruhi penyerapan ang-
garan. Itu kan lumayan besir
dananya Rp 100 miliar untuk
{.ua rymah sakit itu." paparnya.
(kmb32)

APBN. Bahkan masih terjadinya
DIPA yang terbit pada akhir
Triwulan II," ujarnya.

Astawa menambahkan. ren-
dahnya tingkat capaian dan
serapan danajuga akibat adanya
revisi DIPA dan terjadi peruba-
hanrpengelola kegiatan. Tak
hanya pada APBN, pihaknya
juga mengakui serapan ang-
saren APBp jlga, eetqJi liga
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Soal Dana Hibah Tak Cair

Pusat Jangarl
Intervensi Daerah
Mangupura (Bali Post)

Pencairan dana hibah yang hingga kini belum jelas,
membuat wakil rakyat di DPRD Badung geram. Betapa
tidak, tersendatnya pencairan dana hibah lantaran
lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
Surat Edaran Mendagri Nomor 90Ol4627lSJ tentang
Pemerintahan Daerah. Hal ini telah menghambat ki-
nerja legislatif.

Menurut Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Badung
Nyoman Sentana, lahirnya aturan tersebut sebag-ai
,rpuya pusat mengintervensi kebijkan d-i daerah.
A-paiagi, dalam UU No. 32 Tahun 2004 jelas ditegaskan
kewe.tingan pemerintah didesentralisasikan ke daerah.
Ini mengandung makna, pemerintah pusat tidak lagi
me.tgurris kepentingan rumah tangga daerah-daerah.

"Ika sudah begini, pusat terkesan mendesain ekono-
mi untuk dizerokan (dinolkan). Sebab, dengan adanya
hibah, hampir seluruh komponen masyarakat tersentuh,
bahkan membuka lapangan kerja baru," ujar Sentana,
Selasa (1/9) kemarin.

Menurutnya, jika pemerintah pusat mencurigai
adanya penyelewengan dana hibah oleh oknum wakil
rakyit slhingga muncul SE Mendagri yang 49ngha1'
uskan hibah-diberikan pada lembaga atau kelompok
masyarakat yang berbadan hukum, sangattidak masuk
ai.tut. "Kalau oitn* DPR yang bermasalah,'tangkap
DPR, jangan lumbungnya dibakar. Sebab, DPR tahu
persis keadaan di bawah, jadi pasti tepat sasaran.
italaupun ada yang salah sasaran, itu hanya oknum
semata," ucapnya.

Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha
Saka juga mengakui belum ada solusi terkait pen-
cairan dana hibah dan bansos. "Ada satu hal khusus
yang sedang kami bahas dan belum menemukan jalal
keluar, yakni berkenaan dengan hibah dan bansos,"
ungkapnya.

Fembihasan yang dilakukan, kata Harry Yudha,
terkait tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mendagri
Nomor 9O0l4627lsi tentang penajaman ketentuan pasal
298 ayat 5 (lima) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti diketahui,
dalam APBD Induk 2015, hibah dipasang Rp 265,4 mil-
iar. Untuk lembaga atau organisasi, sebesar Rp 145'2
miliar. Khusus bantuan hibah kelgmpok masyarakat,
dianggarkan Rp 120,2 miliar. (kmb27)

r;; , Ufu,ZtuIgnbr 2-o!tl
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Terbentur UU 23 Tahun 2014

4nggor0n Hibah Dialihkqr,

kQ P emb angunan Infras trukt
Amlapura (Bali Post) -

Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 sung jawab," tegasnya. Namun,
tentang Pemerintah Daerah, t"-""1"r" an_ggara_n infrastruktur yang dir
memtluskan derasnya "tit " 6""i".-r 

"-""iJ 
tahun depan-, berikut berapa!'emtf, uskan derasnya alirao t.rri.r"-o 

"-o"tl 
tahun depan-, berikut berapa t

$fi t{?3'}fh,1T#*if*l**rmLrii:"'i:"S'$"'"i,1'"'ff'1:
harusfberbadan hukum, aiirifailllift j"*[ dipastjkan- Karena masih digod
diperdanggungjawabkan e"gg"""" frt"ft ..pq leg-islatif. . -
rlns b iai i nyi" aiu 

"gs""k;." _ffi;;i;'ifi , _ I- P 9 { : t *t-d,l *-,"^11-Jya.ng Drasanya ctranggarkan setiap tahun,
lahunl depan dipastifin tak bisa Lsi-letll untut membentuk lembag-a
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transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan yayasan ini, dan bisa diteruskan
anggaran hibah dan bantuan sos_ial, yang teiompok masyarakat sekalipu
tercantum dalam Perat-uran Daerah tentanf berbadan hukum. Namun, n€
APBD' Sebelum diberlakukannva UU Nomoi rrqno l'arfqnoo,-o io-,ol, o.Iarah ,APBD' sebelum diberlak'J<annya uu Nomoi yang bertanggung jawab adaiah
23 Tahun 2014 ini, maka berhlu ketentuan nenerime vans nerteme iikcZ3-'I'ahun 2014 ini, maka berlaku ketentuan pen6rima yang p-ertama, jika
!ihy" penvediaan anggaran-belanja hibah iersoalan-Lukii. saat ini, kr
ctan bantuan sosial, dilaksanakan sepanjang keloTnok ,nasyarakat berlomb
telah dilakukan evaluasi dar mu_naipul ""1 i"iaiit?"*rliiti?i1t.res" l"
!::*=idari Kenala,P^{I^p.terkait, mem_ hukum, maka I.B. Gede FidadaperolehpertimbSlsan TApD dan tercantum ;il;tffih tig", LIr"" "g".dalam KUA/PPAS. tersebut bisa beroperasi. Itu 1Sedangk_an_dalam APBD Induk 2016 esnya tidak mudah, karena'1nanti, I.B. Gede Pidada menegaskan, ang- h.rioy^ aif"f"t."iingga kegaran hibah juga tidak aiu"g!ar-k; ia!"i. menteri. (kmbSl)
mengacu pada pembahasan KUA-PPAS
(Kebijakan Umum Anggaran-Prioiitas plafon
Anggaran Sementara) yang sudah beberapa
kali dibahas bersama lembaga legislatif.
"Sehingga, anggaran hibah terseblt kini
dialihkan ke pembangunan infrastruktur
sesuai hasil musrembang," tegas pidada.
Dengan berlakunya UU Nomoi 28 Tahun
2014 ini, dalam konteks penyelenggaraan
pemerintah daerah. maka mampu mencinta-
kan harmonisasi, stabilisasi. efektivitas, dan
paritisipasi masyarakat. Guna memperkuat
dukungan terhadap penyelenggara pemer-
rntahan €laerah.

, ,'lpgnSan terbitnya YU ir1, maka-menjadi
lebih jelas. Berani berbuat berani berta
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Untuk Kegiatan UKM Center

Pengelolililn

Grosir Diserahkan
s Lahan Tiara

ke PD Pasilr
Denpasar (Bali Post) -

Setelah menunggu.beberapa bulan, akhirnya pengelo-
laan lahan eks Tiara Grosir telah ditentukan. Sesuai dengan
SK WaIi Kota No. 188.45l1236[JW2014 tentang Penetapan
Penggunaan Tanah HPL No. I Pemecutan Kaja tertanggal
19 Desember 2015, menetapkan PD Pasar diberikan hak
untuk mengelolanya. Setelah SK tersebut dikantongi PD
Pasar, langSung ditindaklanjuti dengan membuat desain
gambar bangunan. Rancangan yang disetujui, bangunan
dengan empat lantai ditambah basement.

Dirut PD Pasar I Made Westra
yang ditemui di kantornya, Se-
lasa (1/9) kemarin, mengakui
telah menerima SK Wali Kota
terkait dengan hak pengelolaan
lahan eks Tiara Grosir. Bahkan,
pihaknya sudah menyusun 7f,s-
ibility study (FS) terkait dengan
pemanfaatan lahan itu. "Kami
telah bekerja sama dengan Unud
untuk menyusun FS-nya," ujar
Westra.

Bukan hanya FS yang sudah
rampung, maket gambarnya
juga sudah ada. Dari tiga reka-
nan yang diberikan untuk mem-
buat gambar, telah disetujui
satu gambar yang sesuai dengan
konsepKotaDenpasar. Gedung
yang ada akan dibuat senyaman
mungkin untuk kegiatan UKM,
pasar tradisional yang segar dan
bersih. "Pola penggunaannya
tetap seperti rancangan semula,

Berita ini bisa dikomentari
oada acara Cika Bali

Radio Global FM

Pukul 08.00 - 09.30 wita.

yakni UMKM," katanya.
Dikatakannya, untuk lantai

empat akan digunakan untuk
parkir kendaraan, lantai tiga
diperuntukkan sebagian untuk
parkir,. perkantoran, serta ru-
ang administrasi. Lantai dua
khusus untuk areal UKM, lantai
satu pasar modern dan lantai
basement digunakan untuk
pasar tradisional yang segar
dan bersih.

Setelah semuanya rampung,
kini pihaknya tinggal men-
cari investor yang siap untuk
membangun gedung tersebut.
Mengingat, pola yang diguna-
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GAMBAR - Rancangon gambar bangunan UKM Center d.i lahon eks Tiaro Grosir.
Posvara

HGBkan nanti adalah kerja sama, patkan SK hak pengelolaan
sebagaimana yang dilakukan cukuplama,karanemenyangkut
terhadap pengelolaan Pertokoan keabsahan dari segi hukum atau
Lokitasari, Jalan Tamrin. "Kami legatlitas.
targetkanakhirtahuninisudah Seperti pernah diberitakan,

Karena itu,
yang dilayangkan men
Tiara Grosir ditolak
Bahkan, kasw ini masuk

ada investor yang siap untuk 'penutupan operasional Tiara
membangun gedung tersebut," Grosir, September 2014 lalu,

ke Pengadilan Tata Us
ara (PTUN). Peneta
gadilan memutuskan

Neg-
pen-

membangun gedung tersebut," Grosir, September 2014 lalu,
ielas Westra, kemarin. Westra karena Pemkot berniat untuk gugatan pihak Tiara

(kmb12)
jelas Westra,
mengakui, proses untuk menda- memanfaatkan lahan tersebut.
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UU Pemerintahan Daerah

Ganjal Pemberian
Bansos dan Hibah

Semarapura
(Bali Post) -

UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemer-
intahan Daerah yang
mengatur belanja hi-
bah dan bansos, men-
jadi ganjalan Pemkab
Klungkungdalam mem-
berikanbantuan kepada
masyarakat. Pasalnya,
dalam UU Pemerin-
tahan Daerah tersebut,
penerima bansos dan
hibahdiwajibkanmemi-
liki badan hukum. Se-

dapat digunakan dan akan menjadi sisa lebih
pembiayaan anggaran (silpa) "Kalau gubernur
menyatakan (hibah dan bansos) tidak lolos, nanti
pasti ada silpa." ungkapnya seraya menyampai-
kan, Gubernur Bali Mangku Pasti.ka sudah memer-
intahkan Sekda Tjokorda Pemayun berangkat ke
Jalarta untuk berkoordinasi dengan Mendagri.

Setelah ada hasil koordinasi Sekda Bali ke
pusat, bupati akan menyrrati perbetel terkait
nasib permohonan hibah dan bansos yang diajukan
masyarakat ke Pemkab Klungkung. Sebelumnya,
Pemkab Klungkung sempat bersurat ke Biro
Keuangan Provinsi Bali untuk minta kejelasan
soal bisa tidaknya dana hibah dicairkan ke
masyarakat. Kepala Biro Humas Setda Provinsi
Bali Ketut Teneng dalam dirilis di media men-
egaskan, pencairan hibah tetap mengacu pasal 298
ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 dan SE Me.tdagn
No.900/4627lSJ.

Meski UU Pemerintahan Daerah sudah ditetap-
kan tahun 2014, pada anggaran induk 2015 Pem-
kab Klungkung masih memberikan keleluasaan
kepada masyarakat yang tidak memiliki badan
hukum untuk menerima dana hibah. Dana hibah
Rp 37.993.734.400 pada semester pertama per 22
Juli 2015 sudah tersalurkan Rp 25.248.762.750.
Pemkab juga sudah merealisaskan dana bansos
Rp 1. 39 1. 500.000 dari anggaran Rp 1. 662. 500.000.
Dengan demikian, pemkab masih mempunyai
sisa anggaran hibah Rp 12.744.971.650 dan dana
bansos Rp 271.000.000. Penerirna dana hibah dan
bansos pada anggaran induk tersebut sebagian
besar tidak memiliki badan hukum. Padahal,.
UU Pemerintahan Daerah sudah jelas menyata-
kan dana hibah dapat cliberikan kepada badan,
lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia. (dwa)

---]

N yom ansJ;J;";""- f :l$n1#H3ffi
masyarakat yang tidak 6gmiliki badan hukum,
mengajukan permohonan dana bantuan kepada
Pemlab Klungkung. Akibatnya, UU Pemerintah-
an Daerah mengganjal pemberian dana bantuan
vang dibutuhkan masyarakat.- 

Grkait masalah tersebut, Bupati Klungkung
Nyoman Suwirta mengatakan, adanya LIU Pe-
m-erintahan Daerah yang diperkuat dengan surat
edaran Menteri Dalarn Negeri RI No. 90Ol4627lSJ
menimbulkan permasalahan pada rcn4sasi dana
hibah di APBD Perubahan 2015. Soalnya, dana
hibah yang sudah ketok palu tersebut banyak
diaiukin misyarakat yang tidak berbadan hukum.
'Yang jadi masalah di APBD Perubat'an,-walau-
pun i,rdatr ketok-palu," ujarnyaketika dimifia t
Lonfirmasinya, Selasa (1/9) kemarin

Hasil penetapan APBD Perubahan 20t-S tq,*
but nantinya afan diverifikasi oleh ti.n sr1!;*1ifr
Bila dana hibah dan bansos yang.sudah, t".\H&.
dipersoalkan hingga tidak lolos. dipa$ikan Yl'e


